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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 6/PUU-III/2005 perihal 

pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 perihal pengujian UU No. 

56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110-111-112-113/PUU-

VII/2009  perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Dokumen Hukum Lainnya 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus 

Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. 

 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Agama No. 02/KB/2021, No. 025-199 Tahun 2021, No. 219 Tahun 

2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, 

Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang 

Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 
 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan 

Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. 

 

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 

SJ/B.VIII/2/HM.00/1558/2017 tentang Kebijakan Penggunaan Internet dan 

Intranet di Lingkungan Kementerian Agama. 
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